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BAB Ii. ASAS DAN TUJUAN

ASAS |

keterpaduan;
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
keberlanjutan;

keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; :
keterbukaan;

kebersamaan dan kemitraan;
pelindungan kepentingan umum;
kepastian hukum dan keadilan; dan
i. akuntabilitas.

TUJUAN1

mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional | :

Y SORCE O
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BAB Ill. KLASIFIKASI PENATAAN RUANG

DlKLASlFlKASIKAN
' BERDASAlRlKAN blai
3 F Sistem W||ayahl Sistem Internal Perkotaan |
- Ii B
| )
FU;'E'EV%'A%E\, 2 ’ Kws. Lindung ] Kws. Budidaya l
" .
WILAYAH | | pRyyl, | PR Wil. PRWil. |
_';_jDM'N'STRAT'F l Nasional Provinsi Kab. / Kota |
I B: oS
. KEGIATAN _‘ | - ;
=E KAWASAN | PR Kws. Perkotaan | PR Kws. Perdesaan l
=
NILAI | PRKws | PRKws PRKws |
- STRATEGIS | Strategis | = Strategis Strategis
| KAWASAN | | Nasional Provinsi Kab./Kota ’
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BAB IIl. ...Lanjutan

BERDASAR (AN SISTEM, FUNGSI DAN NILAI :_?'STRATEGIS;K‘AASAN =

KLASIFIKASI PENATAAN RUANG |13

R

Pem. Pusat

PR berdasarkan Administrasi
(mempertegas aspek kewenangan

penyelenggaraan)

g~

PR berdasarkan Nilai Strategis Kawasan
(kawasan yang secara spesifik berpengaruh
besar terhadap pencapaian tujuan PR)

PR Wilayah Nasional

Kawasan Strategis Nasional

Pem. Provinsi

PR Wilayah Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi

Pem. Kabupaten

Pem. Kota

PR Wilayah Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten

PR Wilayah Kota

Kawasan Strategis Kota

PR berdasarkan_ PR berdasarka_ PR berdasarkaF

Fungsi Utama Kegiatan Kawasan Sistem
(ruang yang dapat (untuk meningkatkan (fungsi-fungsi
dimanfaatkan & ' keseimbangan kewilayahan)
ruang yang dijaga pembangunan) - LT
untuk dilindungi & . ‘ _
melindungi) Kawasan Sistem Wilayah
Perkotaan - : _
Kawasan Lindung Sistem Internal
: Kawasan Perkotaan
Kawasan Budidaya Perdesaan -
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BAB IV. TUGAS DAN WEWENANG

TUR, BIN, dan- WAS terhadap :

- LAK PR wilayah Nasional, provinsi, &
kabupaten/kota, ‘ :

- LAK PR kws. strategis nasional, provinsi, &

{ kabupaten/kota :
(.LM ;

X | LAK PR wilayah Nasional

N

- NEGARA

A dia

Calaars

|| LAK PR kws strategis Nasional
- Negara menyelengga- ‘
.i rakan penataan ruang
. untuk sebesar-besarnya
kemakmuran raktyat

Dalam melaksanakan
tugasnya, negara

i memberikan kewenangan
“penyelenggaraan

1| Kerja sama PR antarnegara & fasilitasi kerja
[| sama antarprovinsi
,._.,_..‘...z.... R

—— Y

s L zﬁ: SR ‘...‘.o.nu..n:ﬁ.,:“w.\ SIS e L

: i | TUR, BIN, dan WAS terhadap :
o immeiee .1 | = LAK PR wilayah provinsi & kabupaten/kota,
i | - LAK PR kws. Provinsi & kabupaten/kota-
: WEWENANG =

PEMERINTAH
- _PROVINS]

LAK PR wilayah provinsi w

LAK PR kws. strategis provinsi

| vmsmﬂm.m: ruang kepada - - | Kerja sama PR antarprovinsi & fasilitasi kerja
Pemerintah dan + | sama antarprovinsi
| pemerintah daerah T T S T T
e T e e || TUR, BIN, dan WAS terhadap : :
Ket: . EWENAN - LAK PR Wilayah kabupaten/kota,
- TUR = pengaturan - LAK PR kws. strategis kabupaten/kota
BIN .= pembinaan . PEMERINTAH 12, —
. = pe . I KAB./JKOTA LAK PR wilayah kabupaten /kota
LAK = pelaksanaan e-eI -
WAS = pengawasan . : LAK PR kws. strategis kabupaten/kota
| PR = penataan ruang Kerja sama PR antarkabupaten/ko
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BAB IV. ...Lanjutan

Pe

nyelenggara

Pembinaan Pelaksanaan

Pengaturan

Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui
pelaksanaan perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

upaya untuk
meningkatkan kinerja
penataan ruang
yang diselenggarakan
oleh Pemerintah,
pemerintah daerah,
dan masyarakat

upaya pembentukan
landasan hukum bagi
Pemerintah, pemerintah
daerah, dan
masyarakat dalam
penataan ruang

Pemanfaatan
Ruang

upaya untuk

Pengawasan

upaya agar
penyelenggaraan
penataan ruang
dapat diwujudkan
sesuai dengan
ketentuan peraturan

perundan

g-undangan

¥ ¥

mewujudkan
n struktur ruan
penetapan ketentuan O Pemerintah kepada dan pola Em:w
peraturan perundang- pemerintah daerah sesuai dengan
undangan bidang dan masyarakat RTR melalui
penataan ruang QO Pemerintah provinsi penyusunan dan
termasuk pedoman kepada pemerintah pelaksanaan
bidang penataan ruang. kabupaten/kota dan _”Mwm.o._.wh_
O Pemerintah
kabupaten/kota
kepada masyarakat

pelaksanaan
program
pemanfaatan
ruang beserta
pembiayaannya
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0O Pemantauan
O Evaluasi
O Pelaporan




BAB V. PENGATURAN DAN PEMBINAAN

Penetapan ketentuan peraturan per-UU-an
=2 bidang penataan ruang (termasuk pedoman
B bidang penataan ruang

U koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;

U sosialisasi peraturan per-UU-an dan
sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;

O pemberian bimbingan, supervisi, dan
konsultasi pelaksanaan penataan ruang;

dilakukan

i . U pendidikan dan pelatihan;
b Y - O penelitian dan pengembangan;
- Pemerintah | < : _ .
_Provinsi___ : m 0 pengembangan sistem informasi dan
— | komunikasi penataan ruang;
|,/ Pemerintah - U penyebarluasan informasi penataan ruang
——FProvinsi__ . kepada masyarakat; dan _ i
- 0 pengembangan kesadaran dan tanggung
| Jawab masyarakat.
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BAB VI. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

Tl ISR W R E
e SR et Aan it il R

upaya pencapaian tujuan penataan
ruang melalui pelaksanaan: FrT

=

K

i
Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian
Tata Ruang Ruang Pemanfaatan Ruang
\ 4 | sl v
suatu proses untuk menentukan upaya untuk mewujudkan struktur ruan
struktur ruang & pola ruang yang & pola ruang sesuai dengan RTR
meliputi penyusunan & penetapan melalui penyusunan & pelaksanaan

RTR B program beserta _umq:cmmv\mm::*m |

upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan
pola ruang sesuai dengan RTR melalui
penyusunan dan pelaksanaan program

beserta pembiayaannya i
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BAB VL. ...Lanjutan

T m..“ =RiEEoi—sj m-uu: LN P R

fl. llllllllllllllllllllllll

RTR KWS STRA _Abmc_ub,._.mz
RTRW KABUPATEN

RDTR WIL _Abwc_ub._.mz

RTR KWS METROPOLITAN

RTR KWS PERKOTAAN DLM
WIL KABUPATEN

RTR BAGIAN WIL KOTA
RTRW KOT E: DA SN
& RTR KWS STRA KOTA

RDTR WIL KOTA
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mmammm_ um_.m:mrmﬂ onm«mm_o:m_
rencana umum tata ruang

| |
apabila:

a. rencana umum tata ruang
belum dapat dijadikan dasar |
dalam pelaksanaan ol
pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan
ruang; dan/atau

b. rencana umum tata ruang
mencakup wilayah
perencanaan yang luas dan
skala peta dalam rencana
umum tata ruang tersebut
memerlukan perincian
sebelum dioperasionalkan

Ly mmammm_nmmmqumswcm::m: __
peraturan zonasi




BAB VL. ...Lanjutan

' Sistem Jaringan
SDA, dll.

A/} _ vl
Rencana Struktur Ruang Rencana Pola Ruang
. e
v 3 L2 ’
Rencana Rencana Peruntukan Peruntukan
Sistem Pusat Sistem Jaringan Kawasan Kawasan
- Permukiman Prasarana Lindung Budidaya
. Sistem Wilayah Sistem Jaringan OO 1001 JC Kegiatan
Transportasi . —> Pelestarian  —
Sistem internal : : Lingkungan Hidup
Perkotaan Sistem Jar!ngan :
Energi & Kelistrikan . —» Kegiatan Sosial (€=
_J Sistem Jaringan Kegiatan Budaya [
Telekomunikasi .
C —» Kegiatan Ekonomi [
Sistem .
Persampahan & Kegiatan ‘.J
= Sanitasi . — Pertahanan &
. Keamanan
-

dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan
paling sedikit 30 %dari luas DAS

\
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BAB VL. ...Lanjutan
| RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)

O WANUS & HANAS
U perkembangan permasalahan regional & global, serta hasil pengkajian

. implikasi penataan ruang nasional
* U upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

U keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah
0 daya dukung & daya tampung lingkungan hidup

- O RPJPN

- O RTR kawasan strategis nasional

- O RTRWP dan RTRWK

Peraturan Pemerintah

_ Q tujuan, kebijakan, & strategi penataan
N

ruang wilayah nasional

U rencana struktur ruang wilayah nasional
yg meliputi sistem perkotaan nasional
yang terkait dengan kawasan perdesaan

U penyusunan RPJPN

U perubahan batas teritorial ) 5 - .
negara Q penataan ruang wilayah arahan perizinan, arahan insentif dan
e e e e e e _ provinsi dan kabupaten/kota disinsentif, serta arahan sanksi. .
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O penyusunan RPJPMN dalam wilayah pelayanannya & sistem
U pemanfaatan ruang & jaringan prasarana utama
| ditinjau kembali 1 kali : pengendalian pemanfaatan O rencana pola ruang wilayah nasional yang
: alam 5 tahun T ruang di wilayah nasional meliputi kawasan lindung nasional &
_' ~---------------- U mewujudkan keterpaduan, kawasan budi daya yang memiliki nilai
B sl R, AT A, keterkaitan, & keseimbangan strategis nasional
! ditinjau kembali lebih dari-‘l_;(;l-i_? perkembangan antarwilayah Q penetapan kawasan strategis nasional
i dalam 5 tahun, dalam hal: ! provinsi, serta keserasian U arahan pemanfaatan ruang yang berisi
. O perubahan kondisi lingkungan ' antarsektor ' - indikasi program utama jangka menengah
| strategis tertentu yang ! U penetapan Io'kaS| dan_ fungsi lima tahunan
. berkaitan dengan bencana ! ruang untuk investasi O arahan pengendalian pemanfaatan ruang
i alam skala besar: dan/atau ' U penataan ruang kawasan wilayah nasional yang berisi indikasi
: : strategis nasional arahan peraturan zonasi sistem nasional, |



BAB vI. --Lanjutan

a perkembangan Permasalahan nasional & hasil pPengkajian
implikasi penataan ruang provinsi

U upaya Pemerataan pPembangunan dan pertumbuhan
ekonomi provinsij i

U keselarasan aspirasi Pembangunan provinsi &
Pembangunan kabupaten/kota

U daya dukung & daya tampung lingkungan hidup

O RPJPD

Q RTRWP yang berbatasan

U RTR kawasan strategis provinsi

0 RTRWK

U RTRWN
U pedoman bidang
Penataan ruang

JPD

Q tujuan, kebijakan, dan strategi penataan
ruang wilayah provinsi .
U rencana struktur ruang wilayah provinsij

U perubahan batas teritoria|
Negara dan/atay provinsi

U penyusunan RPJPD yang meliputi sistem Perkotaan dalam
l O penyusunan RPJMD wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan
* l U pemanfaatan ruang & perdesaan dalam wilayah pelayanannya &
_n-----m_uﬂmmh.wr _Mmquwﬁ_.l‘ﬁ. WM__.-.:,-:“ Pengendalian mm:._m:.nmmnm.: . Sistem jaringan Prasarana E_._mwm.: provinsi
' dalam 5 tahun : Em:m.n_m_ma wilayah provinsi a _.m:mm:m pola Em:m wilayah provinsi yang .
'- ................ ' U mewujudkan keterpaduan, meliputi kawasan lindung dan kawasan budi
« xeterkaitan, & keseimbangan daya yang memiliki nilai strategis provinsi
e s e E - perkembangan antarwilayah U penetapan kawasan strategis provinsi
“ ditinjau kempal; lebih dari 1 kajj ' xmacnmﬁmzaxoﬁm. serta O arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi
! dalam 5 tahun, dalam hal: | keserasian antarsektor yang berisi indikasi program utama jangka
1 u Perubahan kondisi lingkungan | 4 Penetapan lokasi dan fungsi menengah lima tahunan
! m#mﬂm.m_m tertentu yang | fuang untuk investasj A O arahan Pengendalian pemanfaatan ruang
! berkaitan dengan bencana “_ U penataan ruang kawasan wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan
i _ alam skala besar; dan/atau ! strategis provinsj peraturan zonasij sistem provinsi, arahan

-0 penataan ruang wilayah Perizinan, arahan insentif dan disinsentif,
Lo reil ek kabupaten/kota serta arahan sanks;j .
me.c.“vthmumRum:_.Dm IIIIII . —_— =t = b e —_— e




BAB VL. ...Lanjutan
RENCANA TATA RUANG WILAYAH _.A.>mc_u>4mz_.5._._~<< _As _M

I e P ETE S ”.w.nx; #«J: 4 3.«&«

Peraturan Daerah Kabupaten 0 RTRWN & RTRWP; O perkembangan permasalahan provinsi & :mm__
U pedoman & petunjuk pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten
pelaksanaan bidang O upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan

Ditetapka
dengan

penataan ruang; dan ekonomi kabupaten;
O RPJPD O keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten

U daya dukung dan daya tampung lingkungan

: hidup
Dasar penerbitan a RPJPD
perizinan lokasi disusun dengan U RTRWK yang berbatasan
pembangunan & memperhatikan O RTR kawasan strategis kabupaten

administrasi
pertanahan

- alam skala besar; dan/atau F iy umum peraturan zonasi, ketentuan
perubahan batas teritorial perizinan, ketentuan insentif & %mm:wm:ﬁ_—

negara, prov., dan/atau kab. I | serta m_.m:m: sanksi.

I g I Q »E:m: rmc:mrm: & mqmnmm_ nm:mEm: _.:m:w
S wilayah kabupaten
o Q rencana struktur ruang wilayah kabupaten
Ay S — | yang meliputi sistem perkotaan di
I D Q penyusunan RPJPD . wilayahnya yang terkait dengan kawasan
20 tahun 0 penyusunan RPJMD - | perdesaan & sistem jaringan prasarana
I ......... “ r _________ U pemanfaatan ruang & | wilayah kabupaten
y ditinjau kembali 1 kali : um:mm:m_m_mmz pemanfaatan - a rencana pola ruang wilayah kabupaten yang
g dalam 5 tahun : ruang di wilayah kabupaten meliputi rmémmm: lindung kabupaten &
et e R Ml B e e e - 0O mewujudkan keterpaduan, - kawasan budi daya kabupaten
i -m_ﬂ:.mmw.m:-m-_..:_:_w..um:.._am-_.-1“ keterkaitan, & keseimbangan U penetapan kawasan strategis kabupaten
h J mball lebih aari 1 kali | antarsektor ' O arahan pemanfaatan ruang wilayah
“ dalam § tahun, dalamhal: | penetapan lokasi & fungsi | kabupaten yang berisi indikasi program
i U perubahan kondisi lingkungan | ruang untuk investasi " utama jangka menengah lima tahunan
_“ strategis tertentu yang ' | O penataan ruang kawasan = | | O ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
+  berkaitan dengan bencana m strategis kabupaten ' | wilayah kabupaten yang berisi ketentuan
I




BAB VL. ...Lanjutan
|| RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA (RTRW Kota) ||| I

T y—

i

Peraturan Daerah Kota * RTRWN & RTRWP; * perkembangan permasalahan provinsi & hasil
¥ =) ' * pedoman & petunjuk pengkajian implikasi penataan ruang kota
pelaksanaan bidang * upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan
penataan ruang; dan ekonomi kota;
RPJPD * keselarasan aspirasi pembangunan kota

* daya dukung & daya tampung lingkungan hidup
* RPJPD

+ RTRWK yang berbatasan

. * RTR kawasan strategis kota

Dasar penerbitan
perizinan lokasi
pembangunan &
administrasi
pertanahan

* tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wil. kota

* rencana struktur ruang wil. kota yg meliputi sistem
perkotaan di wilayahnya yg terkait dgn kws.
perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kota
rencana pola ruang wil. kota yg meliputi kawasan
lindung kota & kawasan budi daya kota

* penetapan kawasan strategis kota

_?_‘.’_.t_""'_‘_‘_'“ * penyusunan RPJPD * arahan pemanfaatan ruang wil. kota yg berisi indikasi
R S Rac *— ~~----------= |« penyusunan RPJMD program utama jangka menengah 5 tahunan
: ditinjau kembali 1 kali ' |« pemanfaatan ruang & * ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wil. kota
[ ________ C{ a_lff_" ?_tflﬁ‘{‘ ________ | pengendalian yg berisi ketentuan umum peraturan zonasi,
et DL e A A T 5 pemanfaatan ruang di ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif,
ditinjau kembali lebih dari 1 - wilayah kabupaten | serta arahan sanksi
kali dalam 5 tahun, dlm hal: _l * mewujudkan * rencana penyediaan & pemanfaatan RTH

= perubahan kondisi keterpaduan, keterkaitan, rencana penyediaan & pemanfaatan ruang terbuka

lingkungan strategis tertentu & keseimbangan nonhijau

bencana alam skala besar; ' = penetapan lokasi & sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum,

dan/atau fungsi ruang untuk kegiatan sektor informal, & ruang evakuasi bencana,
= perubahan batas teritorial investasi yg dibutuhkan utk menjalankan fungsi wil. kota

| 1

1 1

| :

| ;

I I

i yang berkaitan dengan : antarsektor * Tencana penyediaan & pemanfaatan prasarana &
I i

I I

; i

| i

negara, prov., dan/atau kab. - * penataan ruang kawasan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pus
g i : gaip y
""""""""""""""""" - strategis kabupaten pertumbuhan wilayah
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BAB VL. ...Lanjutan

Ekologis
RTH ol l fola RTH Publik

Alati Ekologis

Budaya

RTH Non- Arsitektural

Pola
LPIanologis

RTH Privat

alami

Ekonomi




BAB VL. ...Lanjutan

_ | PEMANFAATAN RUANG i

Dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan
ruang beserta pembiayaannya dgn memperhatikan SPM
dlm penyedlaan sarana & prasarana

s Gt i Y T T e

maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi

Program pemanfaatan ruang beserta pemblayaannya,
termasuk jabaran dari indikasi program utama yg
termuat di dim RTRW

Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka
waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yg
dltetapkan dim RTR

Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah

Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal

T - i_ e __

dikembangkan

Pembangunan prasarana & sarana bagi
kepentingan umum memberikan hak
prioritas pertama bagi pemerintah utk

menerima pengalihan hak atas tanah dari
pemegang hak atas tanah

LEEE TR

diselenggarakan

kegiatan penyusunan _
eta

dan pe

Penatagunaan Tanah

Penatagunaan Air

Penatagunaan Udara

Penatagunaan SDA

Penatagunaan Tanah

Neraca
Penatagunaan Air

Neraca
Penatagunaan Udara

Penatagunaan SDA
lainnya

disinkronisasikan dgn pelaksanaan pemanfa ' lainnya
' wilayah admlnlstratrf sekltamya
-. I dllakukan ditetapkan
_ -perumusan kebuakan strategls operasnonalrsas: RTRW-&--; g
SPM bidang — RTR kawasan strategis 5
penataan ruang e : Lo :

kawasan budi daya yg

dikendalikan

standar kualitas
lingkungan

perumusan program sektoral dlm rangka perwuludan%
struktur ruang & pola ruang wilayah & kawasan strategls

kawasan budi daya yg
didorong pengembangannya

tampung lingkungan

pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategls -

v-ll--u*-

pengembangan kawasan
secara terpadu

hidup

BHK-DJPR/Presentas/DR ilaksanakan sesuai

daya dukung & daya pelaksanaan pembangunan sesuai dgn program S
d E

melalui



BAB VL. ...Lanjutan

| | PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

iizid baeanb L] upaya untuk mewujudkan tertib tata ruan
, a h
~J...Penetapan...... Pemberian Insentif Peng naaniSatiksi

Peraturan ZonaS|

Perizinan

& Disinsentif

disusun
berdasarkan

sebagal dasar kewenanian masing-masing)
\ 4

v

tindakan penertiban yg
dilakukan terhadap
pemanfaatan ruang yang

diatur oleh Pemerintah &
pemda (menurut

A 4

I

zin Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan RTR

Rencana Rinci
Tata Ruang
ditetapkan

|

dengan
PP untuk arahan peraturan
zonasi sistem nasional
Perda provinsi untuk arahan
peraturan zonasi sistem prownsn

Perda kabupatem‘kota untuk

& peraturan zonasi

apabila tidak sesuai RTRW

_____________________________________

. diperoleh melalui prosedur yang

dapatidibatalkane.

peraturan zonasi
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—> benar tetapi kemudian terbukti tidak 5%
: sesuai dengan RTRW —T

Ls{ " akibat adanya perubahan RTRWN || Penggantian ganti
e e kerugian yg laya




A

o b e

BAB VL. ...Lanjutan:

Peratura

BHK-DJPR/PresentasiDR

h Zonasi (Zoning Mam

ZONA 3B : RUANG TERBUKA/
TAMAN KOTA

ZONA 4A : PERUMAHAN TERBATAS

ZONA 4B : PERUMAHAN KOTA

ZONA 5A : KAWASAN KOMERSIAL

JI. Sultan Alaidin

. ZONA SB : KAWASAN PERKANTORAN

“ ZONA BA . KAWASAN KHUSUS




BAB VI. ...Lanjutan - -

Contoh Peraturan Zonasi ||-—r e
Pembagian BLOK [l

No Pembagian Luas .
; Blok (Ha) i

*  BLOK-F

Fungsi lahan yang akan dikembangkan di Kota
Sofifi adalah: e o

|
|
|
B Kawasan Pemerintahan =a el 3t 2
I Kawasan Niaga/ perdagangan e B &
1 Kawasan Perumahan dan Pemukiman pEls s ‘
] Kawasan Fasiltas Umum dan Sosial d= :
Kawasan Rekreasi e s |
Kawasan Pelabuhan (transportasi) = 7 PETA ZONASIKAWASAN PUSAT 2

PEMERINTAHAN KCTA SOFIFI

|

f T a5,
: T 3 o i
- i - ’ "‘% DEPARTEMEN T Lm\‘
e —x > S PRE LT AT i Sibal FES AT s
i . L A R TN T

[~ Ruang Terbuka Hijau

Ll | T ]

BHRIOIMEE-AedtasiDR




BAB VL. ...Lanjutan
Contoh Peraturan Zonasi (zoning map dan zoning text) untuk Blok C

(R23R%) \ Preperti yang sar
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@) Juais Perggunann R 6 SeAesdl Tradsoct
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ozt . Fhiamal 2 arts. teogan kengpy-
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BAB VI. ...Lanjutan

.. PEMBERIAN INSENTIF & DISINSENTIF
|

agar pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW

bt i SR s

Pemberian Insentif

perangkat/upaya utk memberikan imbalan thd
pelaksanaan kegiatan yang sejalan dgn RTR

keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi
silang, imbalan, sewa ruang, & urun saham

v

Pemberian Disinsentif

perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,

Imengurangi kegiatan yg tidak sejalan dengan RTR

pembangunan serta pengadaan infrastruktur

kemudahan prosedur perizinan

pemberian penghargaan kepada masyarakat,

_swasla dan/atau pemerintah daerah |

pengenaan pajak yang tinggi yg disesuaikan
dengan besarnya biaya yg dibutuhkan untuk
mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat
, pemanfaatan ruang

pembatasan penyediaan infrastruktur,
pengenaan kompensasi, dan penalti

BHK-DJPR/Presentas/DR

diberikan oleh:

Pemerintah
P

(mendepzat maruaat d=ri penyelenggaraan penataan ruang)

Pemerintah Daerah 1

Dukungan
Perwujudan RTR

kompensasi

(mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

kepada:
T = .
> Pemerintah Daerah 1|
(dirugikan akibat penyelenggarzan penataan ruang) "
> Pemerintah Daerah 2
E_(mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

Dukungan

Perwujudan RTR

Dispensasi

Pemerintah & Pemerintah Daerah

> Swasta / Masyarakat

Dukungan
Perwujudan RTFS_




BAB VI. ...Lanjutan

PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN

KAWASAN PERKOTAAN: :
adalah wilayah yg mempunyai kegiatan
utama bukan pertanian dgn susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan & distribusi
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

sosial, & keglatan ekonoml
BRSO TR IS i S : YE % FITRCIIENRARTE

Penataan ruang kawasan perkotaan E
diselenggarakan pada:
U kawasan perkotaan yang merupakan
bagian wilayah kabupaten
O kawasan yang secara fungsional berciri
perkotaan yang mencakup 2 atau lebih
wilayah kabupaten/kota pada satu atau
Ieblh wilayah provinsi
: RS e e £ 2 T L S

“Okawasan perkotaa?* Kecil

- Ukawasan perkotaan
sedang

O kawasan perkotaan besar
U kawasan metropolitan
L kawasan megapolitan

BHK-DJPR Presentas/OR

KAWASAN METROPOLITAN:

adalah kawasan perkotaan yg terdiri atas
sebuah kawasan perkotaan yg berdiri sendiri
atau kawasan perkotaan inti dgn kawasan
perkotaan di sekitarnya yg saling memiliki
keterkaitan fungsional yg dihubungkan dgn
sistem jaringan prasarana wilayah yg
terintegrasi dgn jumlah penduduk secara
keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa

RTR kawasan perkotaan yang merupakan
bagian wilayah kabupaten adalah
rencana rinci tata ruang wilayah
kabupaten

RTR kawasan perkotaan yang inencakup
2 atau lebih wilayah kabupaten/kota pada
1 atau iebih wilayah provinsi merupakan
alat koordinasi dalam pelaksanaan
pembangunan yg bersifat iintas wilayah

RTR kawasan metropolitan merupakan
pembangunan lintas wilayah
Penataan ruang kawasan perkotaan yg

mencakup 2/ lebih wilayah
kabupaten/kota dilaksanakan melalui

kerja sama antardaerah ’

[
_ alat koordinasi pelaksanaan



BAB VL. ...Lanjutan

STRUKTUR RUANG PERKOTA AN
KOTA BESAR/ METROPOLITAN /MEGAPC LITAN

n Kota &
= ‘./—..\\ Inti LS
- /A \ _ ,
z ' / / *
o = y A
L £ “ 1 & \ |f e
a y < Kota "‘L—"-T"* {
= | ’L"‘-—-.;} Daerah Satelit [ S e
= ] i Suburban Xv/.‘ 3
i W ~ Ruang
AEA S 1) | Terbuka
| ST hijau
" Daerah SR !
3 ~ Pinggiran
Yottt
: .A/&\ Kota
LS Inti
I
7Ny .
e f
///"/a it ./
e e
Kota - ‘::-F"”'f. l: :-H_‘__ Daerah
Satelit ﬂ it ‘-“-—‘_“-- Suburb:an
_ “n ’1-

N

Daerah

\\_/ A Pinggiran

NVIVIWVYOIN

KELURAHAN

koan

s 1
KELURAHAN '
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BAB VLI. ...Lanjutan

_ PENATAAN RUANG KAWAS AN PERDESAAN

I_

1=

KAWASAN PERDESAAN:

adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

| < 7ox ot i el o PR R R R SIS R R T T

1=

Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:

pemberdayaan masyarakat perdesaan;

pertahanan kualitas lingkungan setempat & wilayah yg

didukungnya

konservasi sumber daya alam

pelestarian warisan budaya lokal |

pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan sssssss

untuk ketahanan pangan _

penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan- ?

perkotaan :

e L]

TETERITI T

Bl ejo)

e e

=
|

o (elfz

Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan
pada:
U kawasan perdesaan yang merupakan bagian
wilayah kabupaten
d kawasan yang secara fungsional berciri
perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah
kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi

Y ritngm ]

L

2 akgl
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_ | (it

sebagai sistem produksi pertanian dan
| pengelolaan sumber daya alam tertentu yang

KAWASAN AGROPOLITAN: B TR

adalah kawasan yang terdiri atas satu atau
lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan

ditunjukkan oleh adanya keterkaitan

fungsional dan hierarki keruangan satuan

sistem permukiman dan sistem agrobisnis
| SRS A MM A At A By 5481 o Bk SR B AT At Bk < = s a s fn g e A G e g O

Pelindungan thd kawasan
«=«+. lahan abadi pertanian panga
diatur dgn UU _._I

RTR kawasan perdesaan yang
merupakan bagian wilayah kabupaten
adalah bagian rencana tata ruang wilayah
kabupaten

RTR kawasan perdesaan yang mencakup
2 atau lebih wilayah kabupaten
merupakan alat koordinasi dalam
pelaksanaan pembangunan yang bersifat
lintas wilayah

RTR kawasan agropolitan merupakan
rencana rinci tata ruang 17 atau beberapa
wilayah kabupaten

Penataan ruang kawasan perdesaan
yang mencakup 2 atau lebih wilayah
kabupaten dilaksanakan melalui kerja
sama antardaerah




BAB VII.

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

. PENGAWASAN PENATAAN RUANG

e

l‘dilakukan terhadap

e e e e e e e ——— == =

Kinerja [| Kinerja Kinerja ||| kinerja fungsi || kinerja pemenuhan
Pengaturan pembinaan Pelaksanaan ; dan manfaat standar pelayanan
Penataan Penataan Penataan |||| penyelenggaraan| minimal bidang
Ruang Ruang Ruang penataan ruang || penataan ruang

mengamati & memeriksa
kesesuaian antara
penyelenggaraan
penataan ruang dgn
ketentuan peraturan

i|| Pemantauan |
Evaluasi |

peren
| terbuktilter
- penyim

Menteri, Gubernur, &

| Bupati/Walikota mengambil
langkah penyelesaian sesuai

‘ dengan kewenangannya
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Pemerintah dan
pemerintah daerah

melibatkan

= -
y_dilakukan dengan

' ¥
| £
| menyampaikan laporan dan/atau ‘

pengaduan kepada Pemerintah '
dan pemerintah daerah

Gubernur mengambil langkah
penyelesaian yang tidak
dilaksanakan Bupati/Walikota

dalam hal Bupati/Walikota
tidak melaksanakan
langkah penyelesaian

Menteri mengambil langkan
penyelesaian yang tidak
dilaksanakan Gubernur

dgalam hal Gubernur tidak
melaksanakan langkah

penyelesaian




BAB Vill. HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN

MASYARAKAT

KEWAJIBAN

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai

c. memperoleh penggantian yg layak atas
kerugian yg timbul akibat pelaksanaan
kegiatan pembangunan yg sesuai dgn RTR

d. mengajukan keberatan kepada pejabat
berwenang terhadap pembangunan di
wilayahnya yg tidak sesuai dengan RTR di
wilayahnya

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan
penghentian pembangunan yg tidak sesuai
dengan RTR kepada pejabat berwenang

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada
pemerintah dan/atau pemegang izin apabila
kegiatan pembangunan yg tidak sesuai dgn

- RTR menimbulkan kerugian.

" a. mengetahui RTR a.

akibat penataan ruang b.

PERAN

menaati RTR yg telah
ditetapkan;

mematuhi larangan:
40 memanfaatkan ruang tanpa

izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang
melanggar kekentuan yang
ditetapkan dalam
persyaratan izin
pemanfaatan ruang

menghalangi akses
terhadap sumber air,
pesisir pantai, serta
kawasan-kawasan yg
dinyatakan oleh peraturan
per-UU-ansebagai milik
umum

a. partisipasidalam
penyusunan RTR

b. partisipasi dalam
pemanfaatan ruang

c. partisipasi dalam
pengendalian
pemanfaatan ruang

QO peringatan tertulis
U penghentian sementara kegiatan

Q pencabutan izin _

0 pembatalan izin
U pembongkaran bangunan
U pemulihan fungsi ruang; dan/atau

O denda administratif
BEHK-DJPRIF-esentasTR i

[ setiap orang yang
melanggar

U penghentian sementara pelayanan umum ‘—'

U penutupan lokasi E

Sanksi Administratif h




BAB IX. PENYELESAIAN SENGKETA

Tahap pertama diupayakan
berdasarkan prinsip musyawarah
untuk mufakat

Penyelesaian
| et Sengketa
Penyelesaian | Ae=mbakgan di Luar Pengadilan
|
Sengketa |
Tt - | - Mediasi
Melalui Pengadilan | EEEE iasi

- Konsiliasi
1 - Negosiasi

BAK-DJPR/PresentzsDR



BAB X. PENYIDIKAN

Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, PNS
tertentu dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana

bidang penataan ruang B

Wewenang PPNS dalam tindak pidana bidang penataan ruang:

Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang
‘mé‘ berkenaan dengan tindak pidana

_Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan
=4 tindak pidana

, Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan
=4’ peristiwa tindak pidana

. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan
=4 dengan tindak pidana

Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat

. » bahan bukti dan dokumen Ilain serta melakukan penyitaan dan
" penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti

, Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

Jiiﬂi&%;' s DE0
penyidikan
_———e
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BAB XIl. KETENTUAN PERALIHAN

EIT SIS AL T TRt TSR b%?' v

_ Terhadap Peraturan Per-UU-an Ialn

Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yg
berkaitan dgn penataan ruang yg telah ada tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan & belum diganti berdasarkan UU ini.

- Terhadap kegi'até'n pemanfaatan ruang

Pada saat RTR ditetapkan, semua pemanfaatan ruang
yg tidak sesuai dgn RTR harus disesuaikan dgn RTR melalui
kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang. _

Pemanfataan ruang yg;sah menurut RTR sebelumnya
diberi masa transisi selama 3 tahun untuk penyesuaian. EEEEE

Untuk pemanfaatan ruang yg izinnya diterbitkan
sebelum penetapan RTR & dapat dibuktikan bahwa izin
tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada

pemegang lzm diberikan penggantian yg layak. -
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BAB XlIl. KETENTUAN PENUTUP

Jenis Peraturan Pelaksanaan

yang Diamanatkan

- -
—EE—

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Menteri

Peraturan Pemerintah tentang Rer.cana
Tata Ruang Wilayah Nasional I

Perda Provinsi tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi

Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

PHE-DJPR/PresentasiDR

Jangka Waktu
Penyelesaian / Penyesuaian

L5 o
gl

Diselesaikan paling lambat 2 tahun
terhitung sejak UU diberlakukan

Diselesaikan paling lambat 5 tahun
terhitung sejak UU diberlakukan

Diselesaikan paling lambat 3 tahun
terhitung sejak UU diberlakukan

Disesuaikan paling lambat 1 tahun 6
bulan terhitung sejak UU diberlakukan

Disusun atau disesuaikan paling lambat

2 tahun terhitung sejak UU
diberlakukan

Disusun atau disesuaikan paling lambat

3 tahun terhitung sejak UU
diberlakukan




BAB XIV. KESIMPULAN

=

PENATAAN RUANG dibutuhkan untuk mewujudkan ruang
Nusantara yang AMAN, NYAMAN, PRODUKTIFdan -

BERKELANJUTAN.

Perwujudan Tujuan Penataan Ruang dilakukan dengan
STRATEGI UMUM seperti Penyiapan Kerangka Strategis
Pengembangan Penataan Ruang Nasional dan STRATEGI

- KHUSUS berupa Penyiapan Peraturan Zonasi, Pemberian

Insentif dan Disinsentif, Pengenaan Sanksi, dan lain-lain.
Produk perencanaan tata ruang tidak hanya bersifat

- ADMINISTRATIF akan tetapi juga mengatur perencanaan tata

ruang yang bersifat FUNGSIONAL dan di klasifikasikan ke

“dalam RENCANA UMUM dan RENCANA RINCI TATA RUANG.

Penataan Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/
Kota dilakukan secara BERJENJANG dan KOMPLEMENTER
sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain, bersinergi,

“dan tidak terjadi tumpang m:&: kewenangan dalam

_um=<m_m:.uum.‘mm=:<m.




~Undang- .‘_.:..n_msu Penataan Ruang telah :..m:umxo:_on_mm_
perkembangan lingkungan strategis seperti pengaturan

RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) di Perkotaan dan Daerah
Aliran Sungai (DAS), STANDAR PELAYANAN ZHzHZE. (sPM),
integrasi penataan ruang DARAT, LAUT, dan UDARA,
PENGENDALIAN PEMANFAATAN wc>zm Penataan xcmsm
Kawasan PERKOTAAN dan PERDESAAN, n_m: Aspek Pelestarian
LINGKUNGAN HIDUP.

Untuk menjamin pelaksanaan UU Penataan Ruang yang nm..n__u
dan konsisten telah diatur KETENTUAN PERALIHAN,
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS), dan
KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG.

Dengan telah diakomodasikannya berbagai i issue strategis
penataan ruang di dalam UU Penataan Ruang, diharapkan
nantinya penyelenggaraan penataan ruang dapat _m_u__..

berdayaguna dan _um_.—..mm__u.._:m. ,
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RTRW PROVINSI

G. EVALUASI TERHADAP MATERI MUATAN RAPERDA TENTANG

M| U,'\:I ,_*-_@j‘J Y}_&Q‘J&‘j it

Kebljakan, dan Strategl
Penataan Ruang Wilayah
Provinsi

HISES

Dilakukan melalui penilaian kesesuaian dan kesinambungan tujuan,
kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi terhadap
tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional, serta
penilaian kesesuaian dan kesinambungan lintas Provinsi.

Evaluasi terhadap Rencana
Struktur Ruang Wilayah
Provinsi

Dilakukan melalui penilaian keberadaan sistem nasional di dalam
rencana tata ruang wilayah provinsi dan kesesuaian rencana struktur
ruang wilayah provinsi terhadap rencana struktur ruang wilayah nasional
dan lintas Provinsi.

Evaluasi terhadap Rencana

___Pola Ruang Wilayah
““provinsi

'.-I.-Mu— - N B A

Dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan kawasan lindung
nasional dan strategis nasional di dalam rencana tata ruang wilayah
provinsi dan kesesuaian fungsi ruang wilayah provinsi terhadap fungsi
ruang wilayah nasional dan lintas Provinsi, serta kebijakan nasional.

Evaluasi terhadap
substansi rencana tata
ruang wilayah provinsi
yang menyangkut

Dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan aset-aset nasional
yang berada pada wilayah provinsi dan hal-hal yang menyangkut
kepentingan nasional dan lintas Provinsi.

Enguatépgel!}l 35'0 réhan

Pemanfaatan Ruang
Wilayah Provinsi

Dilakukan melalui penilaian kesesuaian indikasi program jangka
menengah provinsi dengan indikasi program wilayah nasional dan lintas
Provinsi.

BHK-DJPH

Evaluasi terhadap Arahan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Wilayah Provinsi

dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan arahan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah nasional yang meliputi:

a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional dan provinsi;
b. arahan perizinan;

c. arahan insentif dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.
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H. EVALUASI TERHADAP MATERI MUATAN RAPERDA TENTANG

RTRW KABUPATEN/KOTA

 MUATAN YANG DIZYALUAST

Evaluasi terhadap Tujuan,
Kebijakan, dan Strategi
Penataan Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota

PIOSES

Dilakukan melalui penilaian kesesuaian dan kesinambungan tujuan,

kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota
terhadap tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah
nasional, provinsi, serta kesesuaian dan kesinambungan lintas

Evaluasi terhadap Rencana
Struktur Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota

B?l%\'(ﬂi%enn ke(ig‘l‘bi penilaian keberadaan sistem nasional di dalam
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan kesesuaian rencana
struktur ruang wilayah kabupaten/kota terhadap rencana struktur
ruang wilayah nasional, provinsi, dan lintas kabupaten/kota.

Kabupaten/Kota

Evaluasi terhadap Rencana
Pola Ruang Wilayah

Dilakukan melalui penilaian keberadaan sistem nasional di dalam
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan kesesuaian fungsi
ruang wilayah provinsi terhadap fungsi ruang wilayah nasional, .
provinsi, dan lintas kabupaten/kota.

Evaluasi terhadap substansi
rencana tata ruang wilayah
provinsi yang menyangkut
kepentingan nasional

Dilakukan melalui penilaian terhadap keberadaan aset-aset nasional
yang berada pada wilayah kabupaten/kota dan hal-hal yang
menyangkut kepentingan nasional provinsi, dan lintas
kabupaten/kota.

Evaluasi terhadap Arahan
Pemanfaatan Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota

Dilakukan melalui penilaian kesesuaian indikasi program jangka
menengah provinsi dan lintas kabupaten/kota dengan indikasi
program wilayah nasional

BHK-DJPH

Evaluasi terhadap Arahan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota

Dilakukan melalui penilaian kesesuaian dengan arahan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah nasional yang meliputi:

a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, provinsi, dan
lintas kabupaten/kota;

arahan perizinan;
arahan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.
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